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ABSTRAK

Rentetan peristiwa yang mengiringi kurang dua tahun perjalanan kepresidenan
Abdurrahman Wahid sampai dengan masa jatuhnya, telah memberikan pelajaran
yang sangat berharga bagi pengkayaan khazanah perjuangan demokratisast di
Indonesia. Periode di masa itu, pasca kejatuhan pemerintahan semt otoriter Soeharto,
merupakan lembaran baru kehidupan politik setelah menunggu sckian lama semenjak
“kegagalan” eksperimentasi Demokrasi liberal 1950-an. Begitu banyak harapan telah
ditumpahkan kepada era baru pasca otorianisme tersebut. Begitu banyak keinginan
untuk segera dapat terwujudkan. Begitu kuat tuntutan untuk membongkar segala
belenggu ketidakbebasan, penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan vang
dipasrahkan kepada pemerintahan yang baru ini. Dalam “lautan” penuh dengan
harapan inilah, bahtera pemerintahan Abdurrahman Wahid harus melaju.

Gus Dur memegang kendali pemerintahan pasca reformasi di tengan situasi
kebangsaan yang serba tidak menentu. Kornflik dan kekerasan, baik etnik ataupun
keagamaan, di antara masyarakat terus menggila di berbagai daerah di Nusantara,
letupan separataisme yang semakin meluas, sampat dengan konsolidasi-konsolidasi
“kekuatan lama” yang terus mengancam untuk merebut panggung kekuasaan.
Pemerintahan dengan duet kepemimpinan Gus Dur-Megawati berjalan dengan tugas
mengurai satu demi satu dan mengatasi berbagai belitan persoalan yang tidak ringan
1. »

Demokratisast selalu memunculkan banyak anomali. Bahtera pemerintahan
yang semula berjalan lancar, yang didukung oleh besarnya modal legitimasi, pada
saat selanjutnya mulai berjalan zig ag dan semakin hilang keseimbangan. Problem
dan permasalahan satu demi satu bermunculan, yaitu dengan berawal adanya kasus
Bulog dan Brunei Gate yang dianggap oleh DPR melibatkan Gus Dur.

Persoalan mendasar tersebut tidak kunjung dapat terselesatkan. Gus Dur
dalam menjalankan roda pemerintahannya terus-terusan mendapat perlawanan dan
tekanan dart parlemen uvantuk menjatuhkannya dari kekuasaannya. Dan akhirnya
kapal pemerintahan dibawah kendali Presiden Abdurrahman Wahid pun kandas di
tengah perjalanan. Sejarah Gus Dur di panggung kekuasaan berakhir setelah
Megawati Soekamoputri dilantik menjadi presiden Rl yang kelima dalam SI.

Dari serentetan peristiwa tersebut wacana yang mengiringi proses lengsernya
Gus Dur dari kekuasannya di tengah-tengah masyarakat menjadi pro-kontra antara
yang menyatakan peristiwa tersebut konstitusional dan inkonstitusional. Ada sebagian
warga NU yang secara fanatik membela Gus Dur dan tidak rela Gus Dur dilengserkan
dari kursi Presiden RI, karena Gus Dur adalah presiden yang sah dipilih oleh MPR
sampai tahun 2004, sementara anggota MPR yang melengserkan Gus Dur beralasan
karena kinerja Gus Dur sebagai presiden RI tidak baik.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mundurnya Soeharto dari kursi kekuasaan pada tahun 1998, setelah
ber'kuasa selama kurang lebih 32 tahun, secara signifikun telah menimbulkan
perubahan politik yané luar biasa. Orde baru yang dibawa Soeharto berakhir dan
segera beralih ke era baru yang disebut “era reformasi”. Era ini ditandai dengan
terbukanya kebebasan berbicara, pers, budaya dan politik. Terbukanya kebebasan
politik itu, betul-betul dinikmati rakyat yang selama hampir tiga dasa warsa rezim
Socharto tidak pernah dipéroleh. Era ini telah membuka pintu lebar-lebar bagi
lahirnya partai politik dalam jumlah cukup besar, baik yang berkarakter agama,
netral agama atau lintas agama.'

Mencermati kondisi demikian, PBNU membentuk tim lima yang ditugasi
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga NU. Tim lima ini kemudian
diperkuz.n oleh tim asistensi yang beranggotakan sembilan orang yang bertugas
membantu mempercepat lahimya satu partai baru yang dapat mewakili aspirasi
politik warga NU. Akhirnya partai politik yang sangat diidamkan oleh
(khususnya) warga NU itu, dideklarasikan pada tanggal 23 juli 1998, di kediaman
K.H. Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur). Partai itu diberi nama

Partal Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan lima tokoh deklarator terkemuka NU.

' Bakhtiar Effendy, Repolllisml Islam: Pernahkah Islam  Berhenti Berpolitik !,
(Bandung: Mizan, 2000) hlm 46. ,
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Yaitu, K.H. Muhammad llyas Ruhiyat, K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Munasir
Ali, K.H. Muchith Muzadi dan K. H. Mustofa Bisr.

Waktu pun terus bergulir, dan pesta demokrasi (pemilu 1999) yang
meloloskan 48 partai politik (parpol) juga telah digelar. Dari 48 partai politik yang
mengikuti pemilu 1999 tadi, telah muncul kekuatan-kekuatan politik baru,
denigan urutan perolehan kursi di DPR, yaitu PDI-P memperoleh 154 kursi
(sekitar 30 %), Golkar 120 kursi (24 %), Partai Persatuan Pembangunan 58 kursi
(12 %), PKB 51 kursi (11 %), Partai Amanat Nasional 34 Kursi (7 %), Partal
Bulan Bintang 12 kursi (2 %), sedangkan 13 partai mendapat kurang dari 2 %,
si,anya tidak kebagian kursi.”

Lima partai polittk itu dapat dikatakan sebagai represeniasi peta 
kekuatan politik rea/ yang ada dalam masyarakat. Sedang partai lainnya belum
memiliki kekuatan politik rew/ yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Sebagal pemenang pemilu 1999, PDI-P tidak dapat keluar sebagai mayoritas
tunggal. Dalam posisi demikian maka jalan yang harus ditempuh adalah koalisi
dengan beberapa partai.’

Di tengah ketidak pastian kekuatan politik 1tu, muncul kekuatan massa
dari PDI-P dengan urutan pertama perolehan kursi yang menggertak dengan cap
jempol darah, sebagai wujud dukungan fanatisnya kepada Megawati agar terpilih

sebagai presiden. Demikian juga basis pendu'kvung Habibic sebagai presiden dan

? Bahrul Ulum, Bodohnya NU bpa NU dibodohi, {Yogyakarta: Ar-Ruzz Pres, 2002),
him. 46.

3 Faisal Ismail, NU, Gusdurisme Dan Politik Kyai, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999),
him.161-162.
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dukungan fanatis dari rakyat Makassar yang mengancam akan menyatakan
merdeka bila Habibie tidak terpilih sebagai presiden.

Munculnya dua kekuatan politik yang fanatis menjelang SU MPR itu,
dan kecilnya perolehan suara partai Islam, menjadi sebuah inspirasi bagi tokoh-
tokoh reformasi dan Islam untuk mencari solusi a/ternative dalam menyelesaikan
kebuntuan dan pertikaian politik yang lebih besar serta keinginan untuk tetap
memainkan peranan yang dominan pada SU MPR, maka lahirlah suatu ide, yang
kemudian dikenal dengan “poros tengah” . Dengan bergulirnya porcs tengah,
akan membuka mata kedua kubu Megawati dan Habibie yang sedang bertikai,
bahwa ternyata ada kekuatan lain yang lebih besar dari pada mereka yang tidak
dapat dipandang remeh.

Abdurrahman Wahid yang dianggap merupakan tokoh bangsa yang
“licin”, “pilawai” dan “luar biasa” karena mengandung eclement of surprise
dicalonkan sebagai presiden dari kubﬁ poros tengah. Ini didasarkan bahwa
Abdurrahman Wabhid adalah calon yang memiliki kriteria terbaik diantara yang
terjelek (The best among the worst).”

Dalam masa jelang pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR 1999,
pada awalnya PKB me'nd‘ukung keputusan PDI-P untuk mencalonkan Megawati
sebagai presiden, sebuah dukungan yang diputuskan lewat musyawarah pimpinan
PKB. Namun, persoalan kemudian timbul ketika poros tengah yang dimotori

Amin Rais justru mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Meskipun

* Amin Rais, Poros Tengah, Gus Dur, Dan Masa Depan Reformasi, dalam abd. Rohim
ghozali, Gus Dur Dalam Sorotan Cendekiawan Muhammadiyah, (Bandung: Mizan, 1999), him.33.

SIbid., him.36.



begitu, Matori Abdul Jalil, yang saat itp menjabat sebagai ketua umum tetap
menegaskan, partainya akan konsisten mendukung Megawati sampai final, karena
sebelumnya secara pribadi Abdurrahman Wahid juga permah mendukung
Megawati.

Ketika dukungan terhadap Abdurrahman Wahid semakin menguat, sikap
PKB mulai goyah dan Beberapa elite po]itiknya mular menarik dukungannya
terhadap Megawati, mereka berpaling, dan kemudian beralih mendukung
Abdurrahman Wahid.®

SU MPR 1999 dimulal taﬁggal 1 oktober 1999. Lobi-lobi antar partai
semakin infensif mewarnai SU MPR. Proses pemilihan presiden pun berlangsung
secara voting tertutup, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 dalam
suasana pemelihan yang tegang, akhimya Abdurrahman Wahid mengantongi 373
suara dan Megawati 313 suara, 9 abstain dan 4 dinyatakan tidak sah. Terpilihlah 1a
sebagai presiden RI ke-4 menggantikan Habibie.’

Dalam perjalanannya, pemerintahan Gus Dur yang dibantu Megawati
sebagai Wakil Presiden dan Amin Rais sebagai ketua lembaga tertinggi negara
MPR-RI sebagai kepemimpinan ¢ransisi untuk menuju Indonesia yang demokratis
terancam dengan munculnya berbagai permasalahan, baik akibat warisan
kebobrokan orde ba.ru, yaitu krisis multi dimensi yang berkepanjangan persoalan

kontemporer, seperti ancaman disintegrasi bangsa, kejahatan HAM (dalam kasus

S Amin Rais, Porus Tengah, Gus Dur, dan, him.75.

7 Bahrul Ulum, Bodohnya, him.165-166.



Ambon, Irian, dan Aceh) dan munculnya KKN model baru, sementara model
KKN model lama sulit dibasmi dan diadili secara hokum.®

Gus Dur yang semula diharapkan mampu mengaktualisasikan segala
konsep dan pemikiran sebagai pemimpin a/ternatif yang handal, karena memiliki
legitimasi politik yang amat besar, ternyata tidak menjanjikan keberhasilan dalam
menghadapi masalah-masalah pragmatis bangsa yaitu perbaikan hidup rakyat dan
terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Agenda reformasi
menyangkut dimensi keadilan dan penegakan hukum tak satu pun kunjung
diselesaikan, seperti pengadilan Socharto.dan kroni-kroninya, meski diamanatkan
oleh konstitusi ketetapan MPR No. IV tahun 1999.”

Hubungan yang tidak harmonis antara presiden dan DPR mewarnal
perjalanan  Presiden  Abdurrahman  Wahid dalam  menyelenggarakan
pemerintahannya. Hal ini ketika kebijakan Abdurrahman Wahid melikuidusi
departemen sosial (Depsos) dan departemen penerangan (Deppen), merupakan
kontroversi pertama sejak memangku jabatan presiden.

Meskipun pembubaran Deppen dan Depsos akhimya dapat disélesaikan,
namun ketegangan yang sudah terlanjur terjadi antara DPR dan pemerintah,

khusunya presiden, dalam kenyataannya tidak ikut terhenti. Bahkan kctegangén

® H. Bambang Pranoto, Kouflik Politik Dalam Perspektif Kebangsaan, ( Jakarta:
Sekretariat Jenderal Forum Komunikasi Alumni (FKA) GMNI, 2001), hlm.20.

? Ketetapan MPR NO. 1V tahun 1999 ini secara umum berisi tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang terdiri dari 5 pasal dan pada pasal | ada 6 Bab, yaitu @ (1)
Pendahuluan (2) Kondisi Umum (3) Visi dan Misi (4) Arah Kebijakan (5) Kaidah Pelaksanaan (6)
Penutup. Pada Bab 1V, berupa kebijakan dalam bidang hukum. Di sana dijelaskan pada point 10
bahwa pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap
pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Lihat Redaksi Sinar Grafika,
Ketetapan-ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)



justru makin meningkat menyusul kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam
bongkar pasang kabinet di tengah jalan.

Dari serangkaian bongkar pasang kabinet yang dilakukan Presiden
Abdurrahman Wahid, pemecatan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi, masing-
masing sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menperindag) dan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), mungkin termasuk yang
paling krusial dan bahkan berujung pada penggunaan hak interpelusi oleh DPR
yakni hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah berkenaan dengan
kebijakan yang diambilnya.

Diusulkannya hak interpelasi oleh 277 anggota DPR yang sebagian besar
dari Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDI perjuangan (FPDI-P), bisa
dipahami sebagai munifestusi kekecewaan terhadap Gus Dur. Dua mantan menter:
yang dicopot itu adalah kader terbaik dari dua partai pemenang pemilu 1999. 10

Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
memang layak kecewa melihat kenyataan bahwa penggunaan hak interpelasi
ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap pemerintahan Gus Dur.
Maka, ketika terbetik isu bantuan Sultan Brunai dan kasus pencairan dana
Yayasan Dana Kesejahteraan karyawan (Yzinatera) Bulog yang dua-duanya
disinyalir “melibatkan” Gus Dur, parlemen demikian tanggap terhadap masalah
ini,

Sebanyak 236 anggota DPR Rl yang dipelopori oleh politisi muda yang

disebut sebagai “kelompok koboy” mengusulkan kepada DPR untuk mengadakan

KhamamiZada(ed.), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, —(Jakarta:
LAKPESDAM, 2002), him. 162.



penyelidikan beberapa pekan setelah sidang tahunan MPR 2000. Mereka
mengusulkan dibentuk .panitia khusus (pansus) untuk inenyelidiki apa yang
disebut sebagai “kasus milik dana Yanatera Bulog dan kasus dana bantuan dari
Sultan Brunai kepada Presiden Abdurrahman Wahid”. Usulan ini kemudian
dibahas dalam rapat paripﬁma DPR 28 Agustus 2000."!

Dari serangkaian ketegangan antara presiden dan DPR tersebut akhirnya
memorandum pun tidak bisa dihindari lagi. DPR memutuskan menyampaikan
memorandum [ terhadap Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengingatkan
bahwa presiden sungguh mélanggar hukum negara. DPR berpendapat presiden
melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan ketetapan (Tap) MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersith dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan ketctapan MPR No [II/MPR/1978 pasal 7 ayat 2
disebutkan, Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan
negara, maka DPR }nenyampaikan memorandum untuk mengingatkun presiden.
Dalam ayat (3) disebutkan, Apabilu dalam waktu 3 bulan presiden tidak
memperhatikan memerendum DPR tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka DPR
akan menyampaikan memorandum kedua. Jika dalam waktu satu bulan,
memorandum kedua tak diindahkan, DPR dapat meminta MPR mengadakan
Sidang Istimewa untuk meminta pertangguhg jawaban presiden.

Namun apa yang dilakukan Gus Dur selama tiga bulan kemudian
ternyata tidak ada artinya. Sebab memorandum II akhirnya juga turun. Dan dari

waktu satu bulan setelah memorandum [l turun ternyata juga tidak memiliki

W Ibid, him. 177.



makna apa-apa bagi Presiden Abdurrahman Wahid untuk bisa selamat dari proses
politik yéng dapat menurunkannya di tengah jalan. Tekanan-tekanan yang muncul
kepada pemerintah menyusul turunnya memorandum II semakin membuat
presiden terpojok. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa pun yang akan
dilakukan Gus Dur, tetap tidak akan mengubah menyatakan bahwa jalan menuju
Sidang Istimewa sudah semakin jelas.

Ketegangan Gus Dur dengan DPR yang ditandai dengan dikeluarkannya
memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun Gus Dur menuduh
pansus sebagai sesuatu yang ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran negara.
Atas dasar hasil-hasil kerja pansus, DPR menyatakan bahwa Gus Dur “dapat
diduga terlibat dalam kasus Buloggate dan Brunaigate”, dengan keterlibatan ini
membawa DPR pada suatu kesimpuln bahwa Gus Dur “sungguh-sungguh
melanggar haluan negara”, '

Dasar hukum pertanggung jawaban presiden pada MPR jelas tercantum
dalam penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR pasal 5 Tap MPR NO [l / MPR /
1978 juga menyebut tentang kewajiban presiden memberikan pertanggung
jawaban presiden dalam Sidang Istimewa. Dalam kaitan itu presiden harus
bertanggung jawab pada MPR. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 dikeluarkan, bagian
penjelasan UUD 1945 menjadi lampiran resmi Kepres No 159 / 1959, sehingga
penjelasan adalah tafsir resmi dari UUD 1945.

Makanya sangat unik ketika penasihat presiden, Prof.Dr. Harun Al-

Rasyid, tak mengakui keabsahan penjelasan UUD 1945. Harun mengatakan

"2 Prof. Dr. H. faisal 1smail, Pijar-pijar Islam Pergumulan Kulter dan Strukiir, (Jakarta:
LESFI, 2002), him. 144,
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penjelasan UUD 1945 adalah tak sah karena merupakan “tempelan” yang dibuat
Soepomo. Barang kali ini menjadi salah satu alasan Gus Dur tidak terlaiu merasa
perlu mengindahkan pertangngung jawaban di S .

Pihak istana gAbdurrahman Wahid) menolak adanya SI dan pertanggung
jawaban presiden karena proses memorandum satu dan dua tidak terbukti
kebenarannya tentang skandal Bullogate dan Brunaigate maka Gus Dur akan
mengeluarkan dekrit apabila diadakan sidang istimewa dan meminta pertanggﬁng
jawaban tanpa ada kompromi. Pihak DPR mempunyai antisipasi, apabila dekrit
keluar, maka pelaksanaan sidang istimewa akan diajukan dan dipercepat dan
cukup significant (penting) untuk dijadikan alasan yaitu Wakapolri dengan
Keppres No 77 tahun 2001 dan pemberhentian polri yang menyalahi aturan
keputusan Tap MPR No VII tahun 2001 yang menegaskan bahwa pasal 7 ayat 3
menyatakan pemberhentian Kapolri oleh presiden melalui persetujuan DPR. H

Setelah benahaﬁ selama 22 bulan, pemerintahan Gus Dur jatuh. Sebelum
lengser dari jabatannya, Gus Dur mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juli 2001
dini hari yang isinya membekukan DPR-MPR dan membekukan Partai Golkar
seraya menunggu falwa Mahkamah Agung. Sebagai reaksi terhadap
dikeluarkannya dekrit tersebut, MPR pada esok harinya membahas dengan
menggelar sidang istimewa (Sl) yang menghasilkan keputusan tentang
pemberhentian Gus Dur sebagai presiden.

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas terlepas dari perdebatan apakah

pemberhentian Gus Dur itu konstitusional atau tidak, namun penyusun merasa

B TM. Luthfi Yazid, S/ den Kepastian Masa Depan, Republika (17 Juli, 2001).

" Sallyo, Budaya Politik Kita, Jawa Pos (Radar Yogya), 29 Agustus, 2001.
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tertarik untuk mengangkat peristiwa tersebut ke dalam sebuah skripsi. Dan
penelitian ini lebih memfokuskan kepada pembahasan dengan melihat peristiwa
pemberhentian Gus Dur sebagai kepala negara ditinjau dari perspekut figh

styasah.

B. Pokok Masalah

Terhadap berbagai persoalan dari peristiwa yang telah penulis paparkan
di atas, ada beberapa point yang akan dikaji dalam permasalahan yang
berhubungan dengan tema penelitian, yang dirumuskan dalam pokok-pokok
masalah. Adapun pokok masalah tersebut adalah :
1. Bagaimana proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001.
2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap proses pemberhentian Presiden

Abdurrahman Wahid tahun 2001.

C. Tujuan Dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebab-sebab Presiden Adurrahman
Wabhid diturunkan dari jabatan kepala negara.
" Untuk menjelaskan bagaimana konsep figh siyasah dalam pemberhentian
kepala negara.
Peneli'gian ini diharapkan mampu menggambarkan  peristiwa

pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid secara obyekilf tanpa adanya



pemihakan tertentu serta dapat mendeskripsikan bagaimana islam memberikan
penjelasan terhadap persoalan ini, selain tentunya diharapkan menjadi kontribusi

dalam perjalanan sejarah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Secara garis besar penelitian ini akan mengkaj1 perkembangan demokrasi
yang terjadi di Indonesia setelah bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Dari
sekian beragamnya peristiwa yang mengiringi perjalanan perkembangan
demokrasi tersebut, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada peristiwa
pengangkatan dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, serta fenomena-
fenomena (suasana poltik) yang terjadi pada saat itu. Untuk 1tu dalam memenuhi
kebutuhan dan keperluan akan hal ini, beberapa tulisan yang terdapat diberbagai
media cetak, buku dan lain-lain akan peneliti gunakan sebagai bahan dalam
rangka penyusunan. Beberapa buku yang mengkaji dan tentunya sangat
mendukung dalam hal ini adalah :

Buku Khamarﬁi Zada (ed), kata pengantar Greg Barton, yang berjudul:
Neraca Gus Dur Di Panggung Kckuasaan. Secara khusus buku ini menceritakan
plus minus Gus Dur selama menajadi presideh karena kesalahan-kesalahan yang
dibuat Presiden Abdurrahman Wahid dan kabinetnya. Di dalam buku in1 juga
dicritakan perjalanan Gus Dur dimulai dari suasana politik di Indonesia pasca
Soeharto sampai terpilihnya beliau menjadi presiden. Tidak ketinggalan juga
digambarkan hiruk pikuknya politik pada saat Gus Dur menjadi presiden yang

disusul dengan lengsmya Gus Dur dari jabatan sebagal kepala negara.



Buku karangan Bahrul Ulum, yang berjudul: Bodohnya NU apa NU
dibodohi, buku ini merupakan tesis S2 nya di IAIN Syarit Hidayatullah Jakarta.
Buku ini lebih banyak menjelaskan keberadaan NU di tengah-tengah percaturan
politik di Indonesia. Dimuldi dari eksistensinya pada tahun 1926 sampai pada
pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di dalam buku ini digambarkan bagaimana
seharusnya NU memposisikan d.iri terhadap realitas politik dengan adanya partai
(PKB) yang merupakan dianggap sebagal wadah atau tempat dalam menyalurkan
aspirasi warga NU.

Buku karangan H. Bambang Pranoto, yang berjudul: Konflik politik
dalam perspektif kebangsaan, buku ini merupakan kumpulan pilihan analisi dan
makalah polititknya pada bulan Januari - Mei 2001. Buku ini menceritakan
prilaku-prilaku DPR dalam melakukan Impeachment terhadap pemerintahan Gus
Dur dalam rangka untuk menjatuhkan Gus Dur. Lebih lanjut menjelaskan bahwa
gerakan menurunkan Gus Dur, bukan sckedar gerakan yang berang dari tujuan
mengkritisi Gus Dur, Cerakan tersebut adalah gerakan politik yang dapat
dipastikan sylarat dengan kepentingan politik penggeraknya. Gerakan yang dapat
diidentikan dengan pemberontakan politik terhadap kekuasaan yang sah.

Buku karangan S. Satya vDarma, 10 Dosu Besar Parlemen, yang
menjelaskan bahwa selama ini parlemen telah melakukan pembohongan publik
yang mengedepankan politik ketimbang kepentinganrakyat. Begitu juga dalam
proses jatuhnya Abdurrahman Wahid yang dianggap merupakan satu bentuk

“kudeta konstutusional” yang dilakukan parlemen.



Muhibbin, Ha‘,di.s'-hadis Politik, yang mengulas pemerintahan dalam
Islam lewat potret sejarah masa Rasulullah saw dan al-Khulafa ar-Rasyidin,
disertai karakteristik yang muncul pada masanya.

Skripst yang berjudul: Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Presiden
Abdurrahman Wahid (Perspektif Fiah Siyasah), yang ditulis oleh Andriansyah.
Dalam skdpéi 1tu hanya digambarkan sekilas tentang proses Gus Dur diturunkan
oleh MPR namun tidak secara mendetail mengkaji peristiwa itu dikaitkan dengan
figh siyasah.

[tulah beberapa tulisan yang telah membahas peristiwa perjalanan politik
Abdurrahman Wahid sampai beliau terpilih menjadi presiden dan kemudian
diturunkan di tengah jalan. Sementara itu perlu juga diketahui bahwa sejauh ini
belum ada kajian atau penelitian yang membahas secara spesifik tentang turunnya
Presiden Abdurrahman Wahid yang ditinjau dari perspektif figih siyasah,
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara obyektif tentang peristiwa itu

menurut fiqih siyasah.

E. Kerangka Teoritik

Pada umumnya, salam suatu negara patokan-patokan dasar
penyelenggaraan negara itu dirumuskan ke dalam konstitusi atau undang-undang.
Konstitusi merupakan hukum dasar, baik yang tertulis atau tidak yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. la memuat pengorganisasian
jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak

dicapai.
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Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dijelaskan dengan terang
dan sistematis, yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, bahwasanya di
dalam penjelasan itu dikenal 7 (tujuh) buah pokok utama yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechts Staat) bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Muachts Staat).

2. "Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak -
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

3 Kekuasaan négara yang tertinggi di tangan Majlis Permusyawaratan Rakyat
(Die gezamte staatsgewalt liegt allein bei der majlis).

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah
mayjlis.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilam Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung
Jawab kepada Dewan Perwakilam Rakyat.

7. Kekuasaan negara tidak tak terbatas.

Sebagai  penjelmaan  dari seluruh rakyat Indonesia, Majlis
Permusyawaratan Rakyat berfungsi menetapkan undang-undang dasar dan
menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majlis ini mengangkat kepala negara
(presiden) dan wakil kepala negara. Majlis ini juga memegang kekuasaan negara
yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-

garis besar yang telah ditetapkan oleh majlis. Presiden yang diangkat oleh mejlis

BCos T Kansil, SH., /fukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia), him. 147-152
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bertunduk dan bertanggung jawab kepada majlis. la adalah mandataris dari majlis,

ia wajib menjalankan putusan-putusan majlis.

Lebih lanjut menurut ketentuan UUD 1945 (sebelum dilakukannya
amandemen yang keempat), MPR mempunyai kekuasaan:

1. Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, (pasal 1 ayat 2).

2. 'Menetapkan undang-undang dasar, (pasal 3).

3. Menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, (pasal 3).

4. Memilih presiden dan wakil presiden, (pasal 6 ayat 2).

5. Kewenangan untuk mengubah UUD, '(‘vpasal 37).1¢

Dan dalam keteptuan penjabaran pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dikaji antara
lain wewenang MPR yaitu:

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara
yang lain.

2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan
majlis.

3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil
presiden.

4. Meminta pertanggung jawaban dari presiden atau mandataris mengenal
pelaksanaan garis-garis besar dari pada haluan negara dan menilai
pertanggung jawaban tersebut.

5. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden atau dalam masa Jabatannya

apabila presiden atau mandataris sungguh melanggar haluan negara dan UUD.

¢ Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
hlm. 189-190.




6. Mengubah UUD.

7. Menetapkan peratura.n tata tertib majlis.

8. Menetapkan pimpinan majlis yang dipilih dari dan oleh anggota.

9. Mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar
sumpah atau janji anggota.

Dalam politik Islam, lembaga kepala negara dan pemerintah diadakan
sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.
Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma.17

Pengangkatan atau pemilihan imam (pemimpin) dipandang sebagai
kewajiban sosial (fardu kifayah) seperti kewajiban mencari ilmu pengetahuan,
mengajaf dan duduk sebagai hakim. Menurut konsep al-Mawardi, dalam
pembentukan lembaga imamah dan pemilihan imam tidak lain menyerupai konsep
“kontrak sosial” yang melibatkan dua pthak yaitu al-lmamah dan 44/ al-Tkhtiyar
(rakyat pemilih) atau A4/ al wa al-Aqgd. }

Dalam perspektif Islam, kepala negara adalah pemegang kekuasaan
dalam negara. Jabatan ini dimaksudkan agar dapat mengatur umat dengan hukum
Allah dan syariat-Nya serta membimbing kepada kemashlahatan dan kebaikan.

Kemashlahatan dalam konteks figh, diharuskan mempunyat kriteria

tertentu. Abdul Wahab Khallaf memberikan ketentuan sebagai berikut:

"7 Muhibbin, Hadis-hadis Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 30.

" al-Mawardi, Negara dan Kepemimpinan dalam akaran Islam, alih bahasa Abdul
Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), him. 4.



a.

17

Mashlahat tersebut vharus merupakan kemashlahatan vyang sebenarnya,
sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bukan
kemadharatan.

Mashlahat tersebut adalah mashlahat yang bersifat universal (umum) bukan
kemashlahatan perseorangan.

Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh
nash. "’

Sedangkan dilihat dari segl keberadaan mashlahah menurut syara’

terbagi menjadi:

a.

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara’
Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis
kemashlahatan tersebut.

Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolakoleh syara’ karena
bertentangan dehgan ketentuan syara’

Mashlahah al-Mursalah, vaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil
yang rinci.”

Namun demikian, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan tidak

dapat bertidak sewenang-wenang karena sumber kekuasaan adalah di tangan

rakyat atau umat sendiri dan bukan di tangan seorang penguasa.

Oleh karena 1tu, jika scorang kepala negara berbuat salah, umat

mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, bahkan

' Abdul Wahab Khallaf, Hmu {/sul al-Figh, ( Kuwait. Dar al-Qalam, 1978), him. 86-87

0 Nasrun Haroen, Ushul Iigh [, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), him. 117-179
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mempunyai hak untuk memecat jika terdapat alasan yang sah untuk bertindak
demikian.

Pemimpin dalam Islam, bagaimanapun cara pengukuhannya haruslah
melalui baiat oleh pemilihnya. -a.ltau vang memberikan amanahnya. Baiat yang
dimaksud adalah tugas islami untuk menempatkan manusia pada tempat yang
wajar dan disokong dengan seluruh kemampuan serta ditegaskan dengan kata
yang jujur dan perbuatan yang tangkas.21

Dalam konteks ini baiat berupa perjanjian antar yang memilih
(pemimpin) dengan yang diangkat sebagaf pemimpin, perjanjian dalam pengertian
umum dapat dibatalkan, Pembatalan itu diantaranya dengan sebab sudah habisnya
masa berlakunya perjanjian atau kondisi yang dinyatakan dalam perjanjian
tersebut sudah tidak sesuai, serta bila salah satu pihak melakukan penyimpangan
pada isi perjanjian.

Lebih dari itu, perilaku baiat sendiri menunjukan adanya eksistensi
sebuah perjapjian/ikrar yang berisi sumpah setia masyarakat untuk mematuhi
pemimpin yang berjanji' mempertahankan dan menjaga syari’at. Kesepakatan
antara pemimpin dan komunitas Islam itu tidak dapat digugat selama pemimpin
mampu malaksanakan tanggung jawabnya. Bila ia tidak lagi sanggup memenuhi
kewajiban terhadap masyarakat, maka kekuasaannya hilang dan perjanjian antara

kedua belah pihak pun batal.”

2! Fyad Muhammad Fakhruddin, Pemikiran Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: CV.
Pedoman llmu Jaya, 1998), him. 6

 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ihnu Taimyah Temtang
Pemerintahan [slan, (Surabaya: Risalah Gusti. 1995), him. 87-88.
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Begitu pula dengan pemimpin, menurut al-Mawardi seorang imam bisa
dipecat dari kepemimpinannya, ketika mengalami pelanggaran moral agama dan
mengalami cacat politik.”’

Sedangkan menurut Al-Bagqillani, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi
Pulungan M.A, kepala negara dapat diberhentikan jika terdapat kasus atau
keadaan yang mengharuskan untuk itu. Adapun kasus dan keadaan yang
menyebabkan pemberhentian kepala negara, yaitu :

1. Tidak jujur, berbuat bid’ah, tidak adil dan berbuat dosa.

2. Lemah fisik dan mental, seperti gila dan kehilangan kemampuan, tuli dan bisu
atau lanjut usia sehingga tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawab
dan tugasnya.

3. Kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh >

F. Metodologi Penelitian
Sesual dengan tujuannya, reseach dapat didefinisikan sebagai usaha
untuk memenuhi, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengtahuan,

usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.?

B al-Mawardi, Negara Dan Kepemimpinan Dalam 1 akaran Islam., hlm. 19

*J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, cet. ke-3,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hhin. 261-262.

¥ Sutrisno Hadi, Metodologi Resach, cet. ke-10, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan
Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), him. 4.
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Agar dapat menghasilkan penelitian yang komphrehensif dan integral,
maka penulis mnggunakan beberapa rangkaian yang meliputi jenis penelitian,
sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data. dan analisis data.

Pertama, Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka
(library reseach) yaitu dengan menelusuri buku-buku dan dokumen yang
berkaitan dan menjadikannya sebagai sumber (data) utama.”

Kedua, sifat penelitian ini adalah deskriptif-unalitis yaitu upaya untuk
memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemerinlahan Presiden
Abdurrahman Wahid terutama yang berkaitan dengan proses perberhentiannya
serta menganalisis persoélan secara metodologis menurut perspektif Islam (figh
siyasah).

Ketiga, dengan melihat objek penelitian ini, pendekatan yang sesual
adalah yuridis dan figh siyasah. Pendekatan yuridis adalah pendekatan‘ yang
didasarkan pada aturan perundang-undangan, dalam hal ini UUD 1945 dan (pasal
5) TAP MPR No. [I/MPR/1978 tentang kewajiban presiden memberikan
pertanggungjawaban dalam sidang istimewa (SI). Pendekatan figh siyasah adalah
pendekatan yang didasarkan pada hukum ketatanegaraan Islam yang akan melihat
syarat-syarat pemberhentian pemimpin agar diperoleh kejelasan mengenai
pemberhentian Gus Dur dalam tinjauan figh siyasah. “

Keempat, Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari buku karya Imam

Al-Mawardi, 4l-ahkamus-sulthaniyahwal-wilayaatud-diniyah, alih bahasa Abdul

% Taufik Abdullah dalam M. Rusti Karim (ed), Metodologi Penclitian Agama: Sebucah
Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), him. 2.
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Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Huwkum Juia Negara dan
Kepemimpinan dalam Takaran Islum), dan Khamami Zada (ed), Neraca Gus Dur
di Punggung Kekuasaan, kata pengantar, Greg Barton, (Jakarta: LAKPESDAM,
2002), serta sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya lain yang ada
hubungannya dengan persoalan-persoalan dan kajian ini.

Kelima, analisis data. Data yang dihimpun dengan cara seperti diuraikan
kemudian dianalisis. Caranya data diseleksi, diklarifikasi sistematis, logis, dan
yuridis. Targetnya mendapatkan gambaran umum dan spesifik mengenai obyek

penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian dengan metode dan pendekatan yang telah
dijelaskan di atas, kemudian dibahas dalam penulisan skripdi ini dengan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab | berupa‘pendahulﬁan yang memberikan uraian umum tentang
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka , kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencoba menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan yang
terjadi dalam pemerintahan Islam yang meliputi: pengeitian tentang suksesi, dasar
pemeriritahan Islam, kualifikasi pemimpin dalam Islam, proses pengangkatan dan
pemberhentian khalifah, pembaictan khalifah, asas-asas konstitusional dalam
pemerintahan Islam dan distribusi kekuasaan pemerintahan Islam. Eksplorasi ini

menjadi acuan guna melihat suksesi pada nasa Presiden Abdurrahman Wahid.



Untﬁk bab Il berisi tentang suksesi kepemimpinan di Indonesia pada
nasa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada bab ini penyusun mencoba melihat
kembali peristiwa politik ketatanegaraan yang terjadi selama roda pemerintahan
berjalan (mulai 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001), yang meliputi
pelaksanaan pemilihan Abdurrahman Wahid, distribusi kekuasaan negara, pola
hubungan lembaga penyelenggara negara serta proses penurunan Presiden
Abdurrahman Wahid.

Guna menganalisa lebith jauh dan mendalam mengenai proses
pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, dalam tinjauan Islam (figh
siyasah), maka dijelaskan pada bab IV. Pada bab ini, sekaligus untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini, yang berupa tinjéuan figh sivasah atas
pengangkatan dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Penulisan skripsi ini diakhin dengan bab V yang berupa ringkasan
pe-masalahan dan jawaban dari penyusun sebagai kesimpulan dan saran-saran

untuk menguji dan mengembangkan kembali hasil dari penelitian ini.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka penyusun dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

I8

Pengangkatan Gus Dur sebagai presiden Rl dilakukan melalui musyawarah
oleh para wakil rakyat vang berada di MPR dengan cara pengambilan suara
terbanyak (voting). Akan tetapi dalam proses pemilihan tersebut nuansa
politiklah yang lebih kental muncul ke permukaan. Pada masa pemerintahan
Gus Dur pola hubungan lembaga negara mencerminkan adanya dominasi
antara satu lembaga dengan lembaga lain. Kondisi ini menvebabkan adanya
ketidak seimbangan dalam tubuh organisasi negara. Begitu juga ketidak
mampuan lembaga penyelenggara negara untuk membedakan antara
kepentingan politik perorangan (kelompok) dengan kewenangan kelembagaan.
Pada akhimva lembaga penvelenggara negara sulit untuk mempertahankan
independensi politiknya ketika berhadapan dengan kepentingan yang bersifat
kelompok (partai). Prilaku para elit politik vang lebth condong kepada
kekuasaan, mencoba untuk melakukan segala cara untuk dapat mencapat
keinginan-keinginan politiknya. Indikasi ini terlihat dalam peristiwa

lengsernya Gus Dur. Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan atas dasar

tuduhan pelanggaran konstitusi yang berawal dari kasus Bulog Gate dan

Brunai Gate. Adanya kasus tersebut melahirkan hubungan yang tidak
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harmonis antara presiden dan DPR dan berujung dengan dikeluarkannya deknt
oleh presiden untuk membubarkan DPR/MPR, padahal dalam konstitust
(UUD 1945) tidak ada kewenangan bagi presiden untuk melakukan tindakan
tersebut.

Dalam konteks figh siyasah, pemimpin bolch diberhentikan dari kekuasaannya
meskipun masa kekuasaannya belum berakhir dengan adanva pelanggaran
bai’at yang dilakukan oleh pemimpin. Bai’at merupakan perjanjian antara
wakil rakvat (Ahlu Halli wa al-Aqd) dengan pemimpin pada proses
penyerahan mandat agar pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya berada
pada aturan atau undang-undang (konstitusi) yang telah ditetapkan. Dan dalam
hal ini, konstitusi (undang-undang) yang dirumuskan dan disahkan oleh wakil
rakyat tersebut merupakan bentuk bai’at yang dijadikan dasar perjanjian
dengan pemimpin. Dalam tinjauan figh styasah adanya kebijakan pada masa
pemerintahan Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit dimana konstitusi vang
berlaku pada saat itu tidak memberikan kewenangan bagi Gus Dur untuk

melakukan tindakan tersebut maka itu merupakan bentuk pelanggaran bai’at

yang telah dilakukan oleh Gus Dur.

Saran-saran

Untuk menjamin keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan dari
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh
lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan memproduk

kebijakan publik (hukum) serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran
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konstitusi (Constitutional Hezaret) diperlukan adanya constitutional court
(Mahkamah Konstitusi) yang mempunyai fungsi utama mereview seluruh
produk lembaga negara (DPR) apakah secara konstitusional bertentangan atau
tidak dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945,

Meraih demokrasi memang tidak semudah membalik telapak tangan dan
kelahirannya sungguh menyakitkan. Demokrasi mensyaratkan Check And
Balances kareananya dalam konteks inilah peran aktif kalangan masyarakat
menjadi kunci utama demi membangun demokrasi yang sehat.

Dalam skripsi ini, penyusun belum mempunyai pretensi untuk menyusun
kerangka yang komprehensif tentang sistem suksesi. Tapi paling tidak dapat
memberikan kontribusi pemikiran ke arah tersebut. Karena bagaimana pun,
figh sivasah yang juga menjadi bagian dari obyek ilmu, maka pendekatan
ilmiah di dalamnya menjadi suatu keharusan. Jadi, diharapkan dapat

dikonseptualisasikan dalam pemikiran politik Islam.
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antara  nanusia, maka hukumlah dengan adil. |
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BIOGRAFI

Al-Maududi

'LAMA ATAU TOKOH

Sayyid Abul A'la Mauduu:, nama lengkapnya, lahir di Aurangabad, India

Selatan, 25 September 1903. Be'

sistem pendidikan klasik yakni

“wu menerima pendidikan pertama kali melalu
.aendalami pengetahuan bahasa Arab, Persia,

Urdu, membaca teks sastra dan agama di rumah oleh orang tuanya. Baru setelah

berumur 11 tahun beliau masuk s
di Aurangabad. Pada usia 14 Tah
mampu menerjemahkan a/-Mir‘a

*-olah formal dengan sistem pendidikan modern

~dengan penguasaan bahasa Arabnya dia sudah
I-Jadidah (wanita modern) karya Qasim Amin,

dari bahasa Arab ke Urdu. P¢”?1 saat umur yang sama 1a berpindah minat

intelektual dari agama ke soal |
menerbitkan koran Hamdard, ju
Muslim, editor al-Jami'at. Selan
aktivis gerakan kemerdekaan bay
dan ulama muda beliau mendi
menjadi pemimpinnya.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalak
Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Bel
atau 974 M. Ketika kebudayaa
tangan para khalifah Daulah A
dengan belajar hadis dan figh
seorang pukar hadis dan bahasa
Muhammad al-Saimasi, kemud
"kampus" al-Za'farani. Di kota
tlmunya di bidang hadis dan figl
bin Tohir al-Israyini (wafat pada

D1 samping sebagai pen
hakim agung yang berkeduduk
menjadi hakim daerah di berba
dipegang sampai wafatnya pada
pada satu cabang disiplin saje
disiplin 1lmu. Karya al-Maward
Sulthaniyah, im adalah tulisan
paling dikenal di dunia Islam.

litik dan segi kehidupan sosial lainya. Beliau
al Tarjuman a/-Qur'an, menjadi editor koran
ebagai seorang jurnalis beliau adalah seorang
umat Islam. Bersama sejumlah aktivis mushim
an Jama'at Islami (partal Islam) dan beliau

bu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-
1 dilahirkan di kota Basrah, Iraq, pada 364 H
[slam mencapai masa-masa keemasannya di
isiyah. Masa pendidikan al-Mawardi dimulai
la al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali,
zamannya dan Abi al-Qasim Abdul Walid bin
t ia melanjutkan studinya di kota Bagdad di
radaban ini al-Mawardi menajamkan disiplin
rada seorang guru bernama Abu Hamid Ahmad
)6 H).

is yang produktif, al-Mawardi adalah seorang
t di Nisabur, diangkat pada 42% H, setelah
| wilayah. Jabatan hakim agung tersebwt terus
50 H. Karya al-Mawardi tidak berputar banya
namun karya-karyanya meliputi di berbygai
yang cukup monumental adalah al-Ahkam al-
|-Mawardi yang paling awal diterbitkan dan



Soekarno

Kusno, nama kecilnya, la - di Lawang Seketang, Surabaya, 6 Juni 1901,
Menempuh pendidikan formal 1elalui sekolah angkatan satu, Mojokerto,
kemudian dipindahkan oleh aya ya pada saat duduk di kelas empat ke ELS
(Europese Lagere School), M okeito, setelah lulus dari ELS kemudian
melanjutkan ke HBS (Hogere Bu:  2r School), Surabaya, THS (Technische Hooge
School) sekarang menjadi ITB ("-stitut Teknologi Bandung), lulus pada tahun
1926. Selain pendidikan formal eliau juga mengenyam pendidikan informal
vakni pendidikan keluarga dan pc didikan yang didapatinya melalui pengalaman
di tengah masyarakat, bahkan ¢ jagian kalangan berpendapat bahwa melalui
pendidikan informal inilah seben: 1ya banyak mempengaruhi pola pikir Soekarno
di kemudian hari baik dalam biuang politik, agama, filsafat, maupun sejarah.
Sedangkan dari segi aktivitas masa mudanya antara lain: menjadi ketua bagian
pengajaran Muhammadiyah, Bengkulu, aktif bertabligh, menulis artikel-artikel
tentang Islam dan segi kehidup~— lainnya. Namun yang lebih penting adalah
bahwa beliau termasuk bapak pe iri bangsa Indonesia. Beliau menjadi presiden
RI sejak kemerdekaan Indonesia mpai terjadinya gerakan pemberontakan G 30
S/PKI (1945-1965). Beliau menir  sal dunia bertepatan pada hart minggu 21 Juni
1970.

Yusuf al-Qardhowy

Nama lengakpnva adalah fuhammad Yusuf al-Qardhowy, dilahirkan di
sebuah desa di Mesir yang bern: a Saft Turab di tengah Delta pada tanggal 9
September 1926. Masa pendidike sekolah dasar dan menengahnya ditempuh di
lembaga Ma'had Tanta dan Ma d Sanawi, sekolah cabang al-Azhar. Setelah
menamatkan pendidikannya di zkolah dasar dan menengah ia kemudian
meneruskan kuliah di Fakultas U..iuluddin Universitas al-Azhar. Pendidikannya
diselesaikan pada tahun 1952. ©:lain memperoleh kematangan maknawiyah
melalul pendidikan formal di ba ku kuliah, 1a juga mengajar pendidikan non
formal di balik terali penjara. S¢  Mesir dipegang raja Faruq pada tahun 1949
pada usia yang sangat muda al-C -dhowy masuk penjara akibat keterlibatannya
dengan gerakan Ikhwanul Muslir  pimpinan Hasan al-Banna. Keterlibatannya di
dunia politik menjadi lengkap ke**<a pada tahun 1959 ia dilarang berkhutbah di
mesjid-mesjid Kairo karena d 1ggap membangkitkan kesadaran terhadap
ketidakadilan yang dilakukan rezi  penguasa.

Al-Qordhowy merupakan lama yang giat mencurahkan kemampuannya
dalam pengabdian kepada Islam erutama dalam bidang pendidikan dan ilmu
pengetahuan. Hal ini dibuktikar dengan berbagai aktivitas dan jabatan yang
dipercayakan kepadanya dan bany :nya karya tulis ilmiah yang disusunnya.



CUR

Nama o\
 Tempat Tanggal Lahir  : B
Jenis Kelamin - L

Alamat Asal L

Nama Orang Tua

Ayah - Ce
lbu - Wi
Pendidikan:

1. SDN Limbangan, lu

2. MTs Limbangan Lo

3. MAN Maguwoharjc
1999.

4. Diploma I, EL-RAH

5. Mahasiswa Fakultas

Sunan Kaljjaga Yog

"ULUM VITAE

yammad Johari
ies, 03, April 1980.
-lakai.

bangan [.osari Brebes.

wud

1ah

y tahun 1993.
1 Brebes, lulus tahun 1996.

Jepok Sleman Yogyakarta, lulus tahun

A Yogyakarta, lulus tahun 2000.
wyariah Jurusan Jinayah Siyasah 1AIN

carta.



